BAB HI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat
disimpulkan bahwa:

Jika terdapat adanya anggota IKPR yang keluar dan melakukan
wanprestasi di SUSIP IKPR, maka IKPR dapat melakukan somasi dan
meminta anggotanya yang keluar untuk melakukan pelunasan sisa
pinjaman hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1238
KUHP dan Pasal 1243 KUHPerdata. Akan tetapi dalam kenyataannya,
IKPR tidak sepenuhnya tunduk pada ketentuan dalam KUHPerdata. IKPR
hanya melakukan somasi, dan meminta anggota yang keluar untuk
melakukan pelunasan pinjaman bahkan ada beberapa anggotanya yang
keluar dibebaskan dari pelunasan pinjaman oleh IKPR.

Jika terdapat adanya anggota IKPR yang meninggal dan belum
melakukan pelunasan pinjaman di SUSIP IKPR, maka upaya yang
ditempuh IKPR hanya memanggil ahli waris anggotanya yang meninggal
dan meminta untuk melakukan pelunasan pinjaman, bahkan beberapa

diantaranya dibebaskan dari pelunasan pinjaman.
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B. Saran

1.

IKPR harus memperjelas diri sebagai subyek hukum agar status
hukum dari IKPR jelas.

IKPR dalam membuat perjanjian pinjam meminjam uang harus
secara tertulis dengan lengkap dan jelas,

IKPR dapat meminta harta kekayaan anggota yang keluar untuk
melunasi pinjamannnya.

Penunjukan ahli waris untuk melunasi pinjaman setelah anggota
IKPR meninggal harus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian.
Pihak IKPR harus bertindak tegas dalam upaya memperoleh

pelunasan pinjaman.
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